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2.1. [bookmark: _Toc169077827] Tinjauan Literatur
Kajian literatur adalah salah satu langkah penting dalam penyusunan penelitian. Kajian literatur merupakan satu penelusuran kepustakaan dengan membaca beberapa buku, jurnal, dll yang berhubungan dengan topik penelitian untuk membuat suatu tulisan mengenai topik tertentu. 
	Tujuan utama dari kajian literatur adalah pertama, kajian literatur dimaksud untuk menulis makalah untuk memberitahukan kajian baru dalam suatu topik yang perlu diketahui oleh orang lain ataupun kepentingan umum yang aktif dalam topik ilmu tersebut. Kedua, kajian literatur bertujuan untuk kepentingan penelitian sendiri, yaitu menambah wawasan, merumuskan masalah penelitian, menentukan metode maupun teori yang tepat dalam penelitian tersebut. 
	Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai pendukung.
Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian : 
Review 1 hasil penelitian Nurul Anisa Asri, dkk. (2021) dalam artikel “Peranan United Nations Joint Program On HIV/AIDS (UNAIDS) Terhadap Penurunan Tingkat Penderita HIV/AIDS Di Zimbabwe”. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kehadiran UNAIDS telah mempengaruhi penurunan tingkat penderita HIV/AIDS di Zimbabwe dimana Zimbabwe sedang mengalami ketidakstabilan ekonomi, buruknya sistem kesehatan, serta menjadi salah satu negara dengan jumlah penderita HIV tertinggi di kawasan Afrika. 
Kondisi perekonomian Zimbabwe terus mengalami penurunan, inflasi terus meningkat hingga 2,2 juta persen yang mengakibatkan bank sentral Zimbabwe meluncurkan 4 versi mata uang. Agar mata menstabilkan perekonomian  Zimbabwe yang kian memburuk, Zimbabwe memperboleh rakyatnya untuk menggunakan mata uang dollar Amerika sebagai mata uang mereka. 
Selain perekonomian, sistem kesehatan juga salah satu yang terburuk dimana terjadi penurunan harapan hidup terhadap pria yang hanya memiliki harapan hidup sampai pada umur 44 tahun dan perempuan sampai umur 43 tahun yang disebabkan oleh adanya kasus HIV/AIDS. Tingkat kelahiran bayi di negara ini meningkat yang diiringi dengan meningkatnya juga angka kematian bayi sekitar 12,3 persen pada tahun 2004. Fasilitas kesehatan juga mengalami kondisi yang buruk dimana tiga dari empat rumah sakit besar ditutup dan para dokter dan ahli medik memilih untuk migrasi karena keadaan politik dan ekonomi yang tidak stabil. 
Tulisan Nurul Anisa Asri, dkk. ini meneliti peran UNAIDS dalam menurunkan tingkat penderita HIV/AIDS di Zimbabwe dengan menggunakan konsep organisasi internasional. 
Keberhasilan Zimbabwe dalam penanganan HIV/AIDS tidak lepas dari upaya UNAIDS yang menangani kasus tersebut baik dalam bentuk dana, fasilitas, dan bantuan teknis lainnya. 
Pemerintah Zimbabwe bersama National AIDS Council Zimbabwe dan Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) menerapkan program Zimbabwe National HIV and Aids Strategic Program (ZNASP) dengan mengangkat tema From Commitment to Action. Tema ini dimaksudkan untuk menggambarkan kepercayaan berbagai pihak dan juga pemerintah Zimbabwe dalam melawan HIV/AIDS sehingga dibutuhkan komitmen bersama, perhatian yang besar, dan tindakan yang terkoordinasi untuk menanggulangi masalah HIV/AIDS di Zimbabwe. 
Disamping itu UNAIDS memiliki program yang lebih spesifik untuk menekan penyebaran HIV/AIDS di Zimbabwe, yaitu Task Force on Women, Girls and HIV/AIDS in Southern Africa Program; United Nation General Assembly on Special Session; Kampanye Sunat Laki-Laki di Afrika; Program-Program Pendidikan HIV/AIDS. Selain itu Zimbabwe menerapkan ABC (Abstain, Befaithful, Use condom campaign).
Terjadi penurunan tingkat penderita HIV/AIDS di Zimbabwe selama pemerintah Zimbabwe bekerja sama dengan UNAIDS. Penderita HIV/AIDS pada laki-laki 15-24 tahun terjadi penurunan dari 3,3% pada tahun 2007 menjadi 3,2 pada tahun 2009 sedangkan pada perempuan usia 15-24 memiliki persentase HIV/AIDS tahun 7,6% pada tahun 2007 dan menurun menjadi 6,9 pada tahun 2009. Persentase HIV/AIDS pada anak usia 0-14 tahun juga mengalami penurunan dari 3,3% pada tahun 2007 menjadi 3,1% pada tahun 2009.  
Dalam penerapan program penanggulangan HIV/AIDS di Zimbabwe, terdapat hambatan pada perekonomian Zimbabwe yang mengalami penurunan. Selain itu, Zimbabwe memiliki masalah sumber daya manusia dibidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi penghambat dalam penanggulangan HIV/AIDS di Zimbabwe.
Terdapat persamaan tulisan Nurul Anisa Asri, dkk. dengan penelitian ini, yaitu bahwa adanya peran UNAIDS yang signifikan dalam penurunan jumlah HIV/AIDS serta penggunaan konsep organisasi internasional untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran UNAIDS. Si sisi lain, terdapat perbedaan tulisan Nurul Anisa Asri, dkk. dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa pemerintah Pemerintah Zimbabwe bersama National AIDS Council Zimbabwe dan UNAIDS menerapkan program Zimbabwe National HIV and AIDS Strategic Program (ZNASP). Di samping itu UNAIDS juga memiliki program khusus di Zimbabwe, yaitu: Task Force on Women, Girls and HIV/AIDS in Southern Africa Program; United Nation General Assembly on Special Session; Kampanye Sunat Laki-Laki di Afrika; Program-Program Pendidikan HIV/AIDS. Selain itu Zimbabwe menerapkan ABC (Abstain, Befaithful, Use condom campaign) sedangkan penulis menggunakan strategi End Inequalities. End AIDS. Global AIDS Strategy 2021-2026. 
Review 2 hasil penelitian Andre Rivano (2021) dalam artikel berjudul “Kerjasama Indonesia - UNAIDS (United Nations Programme on HIV And AIDS) dalam Penanganan HIV/AIDS di Provinsi Riau”. Jurnal ini membahas tentang salah satu wilayah di Indonesia dengan penyumbang orang dengan HIV/AIDS (ODHA) terbesar adalah provinsi Riau. Tingginya jumlah kasus HIV/AIDS terjadi akibat meningkatnya mobilitas masyarakat yang didukung oleh fasilitas transportasi yang memadai serta meningkatnya pembangunan pusat perbelanjaan dan tempat hiburan. Hal ini menyebabkan masyarakat Kota Pekanbaru rawan terkena infeksi HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Masalah lainnya juga timbul dimana sebagian besar orang yang terjangkit HIV/AIDS di Kota Pekanbaru merupakan kelompok usia produktif. 
Penelitian karya Andre Rivano	 ini menggunakan perspektif pluralis yang berpandangan bahwa semua aktor negara dan aktor non negara memiliki peran yang penting dalam sistem hubungan internasional. Kemudian penulis juga menggunakan teori kebijakan dan teori peran untuk menjelaskan respon pemerintah Riau dalam menyikapi kerjasama Indonesia dan UNAIDS dalam menangani HIV/AIDS di Provinsi Riau.
Untuk mengatasi masalah HIV/AIDS yang semakin meningkat, pemerintah Provinsi Riau menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu pemerintah juga menekankan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penanggulangan HIV/AIDS. Sedangkan UNAIDS sendiri memiliki strategi utama yaitu melakukan pengobatan ART (Terapi Antiretroviral) , strategi kondom, serta strategi Harm Reduction. Program Harm Reduction ini berguna untuk mengurangi angka penyebaran HIV/AIDS melalui seks bebas dan jarum suntik. 
	Strategi-strategi yang diterapkan oleh UNAIDS belum sepenuhnya efektif karena mengalami hambatan lantaran tidak sesuai dengan budaya setempat. Di sisi lain, sulitnya mengubah kebiasaan para pecandu narkoba dan pengguna jarum suntik juga turut mendorong hambatan pencegahan penyebaran HIV/AIDS di Riau. Sebagian besar masyarakat Muslim juga menolak program Harm Reduction dari UNAIDS yang membagi-bagikan kondom serta jarum suntik steril yang jelas menentang akidah Islam dan hukum di Indonesia.
Persamaan tulisan Andre Rivano dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa tingginya kasus HIV/AIDS di Riau membuat pemerintah Indonesia meminta bantuan UNAIDS dalam bantuan teknis dan dana. Perbedaannya adalah tulisan Andre Rivano menjelaskan bahwa Riau menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dalam penanganan HIV/AIDS dan UNAIDS sendiri memiliki strategi utama yaitu melakukan pengobatan ART (Terapi Antiretroviral), strategi kondom, serta strategi Harm Reduction sedangkan penulis memfokuskan waktu penelitiannya pasca COVID-19 dengan menggunakan strategi End Inequalities. End AIDS. Global AIDS Strategy 2021-2026. Selain itu tulisan Andre Rivano menggunakan perspektif pluralis, teori kebijakan, dan teori peran untuk menjelaskan penelitiannya sedangkan penulis menggunakan teori Neoliberalis institusionalisme, konsep organisasi internasional, dan konsep human security. 
Review 3 hasil penelitian Caesar Arsyad Nawaz (2022) dalam artikel berjudul “Peran UNAIDS Dalam Menanganani Wanita HIV di Afrika Selatan dimasa Pandemi COVID-19”. Jumlah infeksi HIV pada perempuan, tunawisma, dan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan menunjukkan penurunan yang berjalan lambat di sub-Sahara Afrika pada masa pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh stigma sehingga akses pengobatan HIV dialihkan untuk COVID-19. Oleh sebab itu, Afrika Selatan bersama dengan UNAIDS bekerjasama dalam menangani HIV/AIDS dengan program Fast Track. 
Tulisan Caesar Arsyad Nawaz ini fokus terhadap peran UNAIDS dalam menangani wanita HIV di Afrika Selatan menggunakan konsep human security dan konsep organisasi internasional serta mempertanyakan bagaimana peran UNAIDS dalam menangani kasus HIV pada wanita di Afrika Selatan. 
UNAIDS sebagai organisasi internasional menjalankan beberapa program di Afrika Selatan, yaitu layanan kesehatan tes HIV pada perempuan, layanan pendidikan mengenai AIDS, mempromosikan kesetaraan gender. UNAIDS juga membangun program yang menjalankan tes HIV untuk menurunkan dampak penularan infeksi HIV, mencegah kematian akibat AIDS, dan memberikan penjelasan mengenai bahaya HIV. 
	Pada tahun 2019-2021, UNAIDS telah membuat pencapaian besar dalam melakukan penanganan terhadap perempuan di Afrika Selatan. Target 90% ODHA mengetahui statusnya dari program UNAIDS sudah mencapai target walaupun jumlah kematian masih tinggi.
	Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Afrika Selatan dan UNAIDS dalam menangani HIV/AIDS adalah kebudayaan Afrika Selatan sendiri dimana pemahaman mengenai kesetaraan gender cenderung rendah.
Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Caesar Arsyad Nawaz dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu adanya peran UNAIDS dalam menangani kasus HIV/AIDS serta adanya hambatan dalam penanganan HIV/AIDS akibat stigma dimasa COVID-19. Persamaan lain adalah penggunaan konsep organisasi internasional dan konsep human security antara penelitian Caesar Arsyad Nawaz dan penelitian yang penulis lakukan. Di sisi lain, perbedaannya adalah bahwa pada tulisan Caesar Arsyad Nawaz, UNAIDS fokus terhadap infeksi HIV pada kelompok perempuan dengan program  Fast Track dengan meningkatkan layanan kesehatan tes HIV pada perempuan, layanan pendidikan mengenai AIDS, mempromosikan kesetaraan gender sedangkan penulis menggunakan strategi End Inequalities. End AIDS. Global AIDS Strategy 2021-2026.
Review 4 hasil penelitian Febby Regina Rista Manopo dalam artikel yang berjudul “Upaya United Nations Programme On AIDS (UNAIDS) dalam Mengakhiri Epidemi HIV/AIDS di Indonesia melalui FAST TRACK STRATEGY Tahun 2015-2018”. Pengidap HIV/AIDS di Indonesia cenderung meningkat dari tahun 2015-2018. Ada lima provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, dan Jawa Tengah. Penyebaran virus HIV yang begitu cepat membuat negara anggota PBB membuat kesepakatan The Fast-Track Commitments yang memiliki tujuan mengurangi penyebaran HIV, mengurangi kematian akibat AIDS, dan menghapus diskriminasi terhadap ODHA. 
Penelitian karya Febby Regina Rista Manopo ini menjelaskan upaya UNAIDS dalam mengakhiri epidemi HIV/AIDS di Indonesia melalui program Fast Track tahun 2015-2018 dengan menggunakan konsep organisasi internasional, konsep kerja sama internasional, non-tradisional security, dan health security. Kemudian Febby Regina Rista Manopo juga menjawab apa program dan kendala untuk mewujudkan Fast Track Strategy di Indonesia serta bagaimana hasil program UNAIDS di Indonesia dalam penelitiannya. 
	Untuk mencapai target Fast Track Strategy, Indonesia menerapkan Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV 2015 – 2019. Strategi yang dilakukan yaitu memberi layanan HIV/AIDS serta Infeksi Menular Seksual melalui Layanan Komprehensif HIV dan Infeksi Menular Seksual yang Berkesinambungan (LKB). Agar tercapainya zero new infection HIV, layanan kesehatan dan pengobatan ARV serta konseling sudah tersedia di banyak rumah sakit. Selain itu UNAIDS juga menyediakan chatbox pada aplikasi Line, yaitu “Tanya Marlo” untuk memberi informasi tentang HIV dan layanan kesehatan terdekat kepada pengguna. Indonesia memudahkan ODHA dalam pelayanan pengobatan ARV untuk mencapai zero related deaths. Sedangkan untuk mencapai zero discriminations, pemerintah melakukan kampanye kesehatan agar tidak adanya diskriminasi dikalangan para pekerja medis.
	Diskriminasi masih banyak terjadi terhadap kalangan pengidap HIV/AIDS di Indonesia dan jumlah kematian juga terus meningkat tiap tahunnya. Hal inilah yang membuat Indonesia dikategorikan masih jauh dari target Getting to Zero.
Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengkaji peran UNAIDS dalam menangani HIV/AIDS di Indonesia dan penggunaan konsep organisasi internasional dalam menganalisis peran UNAIDS. Perbedaannya adalah rentan waktu penelitian yang dilakukan oleh Febby Regina Rista Manopo adalah tahun 2015-2019 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pasca COVID-19. Kemudian adanya perbedaan program yang digunakan oleh penulis dengan Febby Regina Rista Manopo. Program yang digunakan oleh Febby Regina Rista Manopo adalah program dari UNAIDS, yaitu FAST TRACK Strategy sedangkan penulis menggunakan strategi End Inequalities. End AIDS. Global AIDS Strategy 2021-2026.
Review 5 Hasil penelitian Ni Made Listu Ayu Belia Apsari, Ni Wayan Rainy Priadarsini, A.A. Ayu Intan Parameswari (2019) dalam artikel yang berjudul “Peran UNAIDS dalam Menangani Masalah HIV/AIDS terhadap Perempuan di Afrika Selatan pada Tahun 2011-2015”. Jumlah kematian akibat HIV/AIDS dikatakan cukup tinggi dengan persentase 38% kematian akibat HIV/AIDS dari jumlah seluruh kematian yang ada di Afrika Selatan. Hal inilah yang menjadikan HIV/AIDS menjadi masalah kesehatan publik tertinggi di Afrika Selatan. Sekitar 5 juta penduduk Afrika Selatan mengidap HIV/AIDS dan 50% diantaranya adalah perempuan. Penyebab tingginya jumlah infeksi HIV/AIDS pada kalangan perempuan di Afrika Selatan, diantaranya adalah kemiskinan, kekerasan berbasis gender, dan pendidikan. Hal ini dianggap sebagai ancaman bagi masa depan Afrika Selatan karena apabila jumlah penularan HIV/AIDS pada kelompok perempuan meningkat, dikhawatirkan penularan jumlah penularan HIV/AIDS melalui Mother to Children Transmission (MTCT) juga meningkat.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Listu Ayu Belia Apsari, dkk. menjelaskan bagaimana upaya UNAIDS menanggulangi permasalahan HIV/AIDS yang menyerang perempuan di Afrika Selatan pada tahun 2011-2015 dengan menggunakan konsep organisasi internasional. 
UNAIDS melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah HIV/AIDS di Afrika Selatan. Upaya-upaya tersebut berupa rekomendasi kebijakan kesehatan yang dapat dijalankan oleh pemerintah Afrika Selatan, antara lain High Level Task Force on Women, Girls, Gender Equality, and HIV; Empower  young  women  and  adolescent girls:  Fast-Tracking  the  end  of  the  AIDS epidemic in Africa; Deklarasi Politik. UNAIDS melakukan pembentukan badan Task Force serta membentuk deklarasi politik. Upaya-upaya UNAIDS juga banyak menargetkan perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS tertinggi negara tersebut.
Namun dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut, UNAIDS mengalami beberapa hambatan pada bidang sosial dan kultur. Masyarakat Afrika Selatan belum memahami konsep kesetaraan gender secara merata sehingga berpikir bahwa posisi tertinggi ditempatkan oleh kalangan laki-laki ditingkat masyarakat sosial Afrika Selatan. Hal ini bukan hal mudah bagi UNAIDS untuk mengubah norma sosial yang sudah melekat sejak lama di Afrika Selatan. 
Tulisan yang dibuat oleh Ni Made Listu Ayu Belia Apsari, dkk. memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya adalah bahwa adanya kajian mengenai peran UNAIDS dalam menanggulangi HIV/AIDS dengan menggunakan konsep organisasi internasional. Di sisi lain, perbedaannya adalah tulisan Ni Made Listu Ayu Belia Apsari, dkk. memiliki rentan penelitian dari tahun 2011-2015 sedangkan waktu penelitian penulis adalah pasca COVID-19. Selain itu strategi yang digunakan juga berbeda dimana Ni Made Listu Ayu Belia Apsari, dkk. menggunakan strategi High Level Task Force on Women, Girls, Gender Equality, and HIV; Empower  young  women  and  adolescent girls:  Fast-Tracking  the  end  of  the  AIDS epidemic in Africa; Deklarasi Politik dari UNAIDS sedangkan penulis menggunakan strategi End Inequalities. End AIDS. Global AIDS Strategy 2021-2026.
Review 6 Hasil penelitian Yulman Suhendra (2017) dalam artikel yang berjudul “Upaya Joint Nations Program On HIV/AIDS (UNAIDS) dalam Penanganan HIV/AIDS di Nigeria”. Menurut data dari UNAIDS bahwa pada tahun 1990-2010 terdapat kenaikan jumlah korban pengidap HIV/AIDS di Nigeria. Kalangan orang dewasa (usia +15) yang terjangkit HIV/AIDS berjumlah 2.900.000 jiwa, anak-anak berusia dibawah 15 tahun berjumlah 360.000 jiwa serta anak yatim piatu berusia 0-17 berjumlah 2.500.000 jiwa. 
Dalam tulisan ini, Yulman Suhendra fokus terhadap bagaimana upaya UNAIDS dalam menangani HIV/AIDS di Nigeria tahun 2010 yang dikaji dengan konsep organisasi internasional. 
	Airtel Nigeria, sebuah penyedia layanan telekomunikasi mendukung Badan Nasional AIDS untuk memastikan anak-anak tidak lahir dengan infeksi HIV di Nigeria. Airtel juga membangung kerjasama dengan UNAIDS melalui MoU untuk menyalurkan informasi dan mengakses pencegahan penularan HIV dari ibu-ke-bayi. 
	Rencana Global pada Rapat Umum Majelis Umum PBB tentang AIDS dalam rangka menghapus infeksi HIV baru pada anak-anak dan menjaga agar ibu mereka bertahan hidup diluncurkan pada Juli 2011. Nigeria juga meluncurkan Rencana Operasi Nasional yang bertujuan untuk menghapus penularan HIV dari ibu-ke-bayi dan juga mempercepat upaya pelaksanaan kebijakan di negara ini. 
	Kerjasama UNAIDS dengan Airtel Nigeria sekaligus memperkokoh kerjasama Telco dengan Badan Nasional Pengendalian AIDS serta departemen pemerintah lainnya dan masyarakat sipil sebagai upaya memberantas penularan HIV dari ibu-ke-bayi. 
	UNAIDS mendukung Nigeria dalam memerangi infeksi HIV/AIDS dengan pengobatan ART, peluncuran ARV untuk mempercepat perawatan, membentuk target ART, ARV, dan kondom untuk menekan jumlah kematian akibat AIDS. 
	Di sisi lain, UNAIDS mengalami hambatan dalam melaksanakan programnya, yaitu: diskriminasi yang membatasi akses program pencegahan HIV bagi komunitas LSL (lelaki seks lelaki), adanya ketidaksetaraan gender dalam budaya masyarakat yang terjadi pada 1,9 juta wanita yang hidup dengan infeksi HIV di wilayah itu, situs pelayanan HIV yang masih kurang memadai, dan tantangan dana yang masih bergantung pada hibah internasional. 
Tulisan Yulman Suhendra memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penggunaan konsep organisasi internasional dalam mengkaji peran UNAIDS dalam menangani HIV/AIDS. Di sisi lain, terdapat juga perbedaan antara tulisan Yulman Suhendra dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu strategi yang digunakan. Tulisan Yulman Suhendra menggunakan program pengobatan ART, peluncuran ARV untuk mempercepat perawatan, membentuk target ART, ARV, dan kondom sedangkan penulis menggunakan strategi End Inequalities. End AIDS. Global AIDS Strategy 2021-2026. Selain itu terdapat rentan waktu penelitian yang berbeda dimana Yulman Suhendra meneliti HIV/AIDS pada tahun 2010 sedangkan penulis meneliti HIV/AIDS pasca COVID-19. 
Keenam jurnal dan penelitian terdahulu yang telah diulas tersebut menjelaskan bagaimana keterlibatan UNAIDS dalam menangani HIV/AIDS di beberapa negara. Persamaan jurnal dan penelitian di atas adalah sebagian besar jurnal menggunakan konsep organisasi internasional untuk mengkaji peran UNAIDS sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan tantangan HIV/AIDS dengan menjalankan program-program yang telah dirancang dan memberi rekomendasi kebijakan untuk menekan pertumbuhan kasus infeksi HIV/AIDS baru.  Pada jurnal dan penelitian tersebut juga dijelaskan tantangan yang dihadapi oleh UNAIDS dalam menjalankan program dan kebijakan yang telah disepakati dalam menangani kasus HIV/AIDS. Tantangan dan kendala yang dialami oleh UNAIDS sebagian besar merupakan tantangan domestik negara-negara itu sendiri, salah satunya adalah bidang sosial dan kultur. Dengan hal tersebut, hasil analisis empiris penelitian dari keenam jurnal diatas adalah bagaimana peran UNAIDS terhadap penanganan HIV/AIDS guna memenuhi kepentingan nasional banyak negara. 
Dari keenam jurnal yang sudah diulas, belum ada penelitian yang menganalisis implementasi program Strategi End Inequalities. End AIDS. Global AIDS Strategy 2021-2026 dari UNAIDS yang mendukung akan penghapusan ketidaksetaraan dalam upaya mencapai target mengakhiri AIDS pada tahun 2030. Dengan menggunakan teori Neoliberal Institusionalisme, penulis menjelaskan bagaimana fungsi UNAIDS sebagai sarana bagi banyak negara untuk menyatukan kepentingan mereka, yaitu menekan pertumbuhan infeksi HIV/AIDS untuk mencapai target: zero new HIV infections, zero discrimination and zero AIDS-related deaths, and a principle of leaving no one behind. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sesuatu yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Adanya penelitian empiris bertujuan untuk memberikan pembaharuan dalam penelitian sehingga tidak mengulangi penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti mengamati bahwa isu HIV/AIDS di dunia merupakan salah satu ancaman bagi kepentingan nasional masing-masing negara, salah satunya adalah Indonesia. Oleh sebab itu peneliti merumuskan dan menganalisis mengenai implementasi program UNAIDS dalam mereduksi angka HIV/AIDS di Indonesia pasca COVID-19. 
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	1.
	Peranan United Nations Joint Program On HIV/AIDS (UNAIDS) Terhadap Penurunan Tingkat Penderita HIV/AIDS Di Zimbabwe (Asri, Badu, & Syahdan, 2021)


	
	Organisasi Internasional
	Bagaimana peranan United Nations Joint Program on HIV/AIDS (UNAIDS) terhadap penurunan tingkat penderita HIV/AIDS di Zimbabwe?
	UNAIDS terlibat dalam upaya penurunan jumlah penderita HIV/AIDS di Zimbabwe melalui program Zimbabwe National HIV and AIDS Strategic Programme (ZNASP) dan program-program spesifik lainnya dari UNAIDS.
Zimbabwe telah berhasil menurunkan jumlah penderita HIV/AIDS menurut data yang dikeluarkan oleh pemerintah Zimbabwe tiap tahunnya. 
UNAIDS mengalami hambatan dalam melaksanakan program yang telah disepakati sebelumnya karena beberapa hal, yaitu kebudayaan masyarakat Zimbabwe, perekonomian yang rendah, dan SDM yang belum memadai. 


	2.
	Kerjasama Indonesia - UNAIDS (United Nations Programme On HIV And AIDS) Dalam Penanganan HIV/AIDS Di Provinsi Riau (Rivano, 2021)


	

	· Perspektif Pluralis
· Kerjasama Internasional

	Bagaimana kerjasama Indonesia - UNAIDS (United Nations Programme On HIV and AIDS) dalam menangani HIV/AIDS
di Provinsi Riau?


	Riau salah satu provinsi yang memiliki jumlah kasus HIV/AIDS yang tinggi. Hal ini membuat pemerintah provinsi Riau menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.
Di sisi lain, UNAIDS sendiri memiliki strategi utama yaitu melakukan pengobatan ART (Terapi Antiretroviral) , strategi kondom, serta strategi Harm Reduction. Program Harm Reduction berguna untuk mengurangi angka penyebaran HIV/AIDS melalui seks bebas dan jarum suntik. 
Strategi-strategi yang diterapkan oleh UNAIDS belum sepenuhnya efektif karena mengalami hambatan lantaran tidak sesuai dengan budaya setempat. Di sisi lain, sulitnya mengubah kebiasaan para pecandu narkoba dan pengguna jarum suntik juga turut mendorong hambatan pencegahan penyebaran HIV/AIDS di Riau.
Selain itu penyebaran informasi sampai daerah pelosok sangat sulit mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan terpisah oleh lautan. 
Sebagian besar masyarakat Muslim juga menolak program Harm Reduction dari UNAIDS yang membagi-bagikan kondom serta jarum suntik steril yang jelas menentang akidah Islam dan hukum di Indonesia. 


	3.
	Peran UNAIDS Dalam Menanganani Wanita HIV di Afrika Selatan dimasa Pandemi COVID-19 (Nawaz, 2022)


	
	· Konsep Human Security
· Konsep Organisasi Internasional

	Bagaimana peran UNAIDS dalam menanganani wanita HIV di Afrika Selatan
di masa pandemi COVID-19?


	Jumlah infeksi HIV pada perempuan, tunawisma, dan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan menunjukkan penurunan yang berjalan lambat di sub-Sahara Afrika pada masa pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh stigma sehingga akses pengobatan HIV dialihkan untuk COVID-19. Oleh sebab itu, Afrika Selatan bersama dengan UNAIDS bekerjasama dalam menangani HIV/AIDS dengan program Fast Track. Dalam penelitian ini penulis fokus pada bidang perempuan dalam menjalankan program UNAIDS, seperti layanan kesehatan tes HIV pada perempuan, layanan pendidikan mengenai AIDS, mempromosikan kesetaraan gender. UNAIDS membangun program yang menjalankan tes HIV untuk menurunkan dampak penularan infeksi HIV, mencegah kematian akibat AIDS, dan memberikan penjelasan mengenai bahaya HIV. 
Pada tahun 2019-2021, UNAIDS telah membuat pencapaian besar dalam melakukan penanganan terhadap perempuan di Afrika Selatan. Target 90% ODHA mengetahui statusnya dari program UNAIDS sudah mencapai target walaupun jumlah kematian masih tinggi.
Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Afrika Selatan dan UNAIDS dalam menangani HIV/AIDS adalah kebudayaan Afrika Selatan sendiri dimana pemahaman mengenai kesetaraan gender cenderung rendah.


	4.
	Upaya United Nations Programme On AIDS (UNAIDS) dalam Mengakhiri Epidemi HIV/AIDS di Indonesia melalui Fast Track Strategy Tahun 2015-2018 (Manopo, 2019)


	
	· Organisasi Internasional
· Kerjasama Internasional
· Non Traditional Security
· Konsep Health Security

	Program apa yang dilakukan untuk mewujudkan Fast Track Strategy di Indonesia?

Kendala apa yang dialami dalam mewujudkan Fast Track Strategy di Indonesia?

Bagaimana hasil dari program UNAIDS di Indonesia?


	Pengidap HIV/AIDS di Indonesia cenderung meningkat dari tahun 2015-2018. Ada lima provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, dan Jawa Tengah. Penyebaran virus HIV yang begitu cepat membuat negara anggota PBB membuat kesepakatan The Fast-Track Commitments yang memiliki tujuan mengurangi penyebaran HIV, mengurangi kematian akibat AIDS, dan menghapus diskriminasi terhadap ODHA. 
Untuk mencapai target Fast Track Strategy, Indonesia menerapkan Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV 2015 – 2019. Strategi yang dilakukan yaitu memberi layanan HIV/AIDS serta Infeksi Menular Seksual melalui Layanan Komprehensif HIV dan Infeksi Menular Seksual yang Berkesinambungan (LKB). Agar tercapainya zero new infection HIV, layanan kesehatan dan pengobatan ARV serta konseling sudah tersedia di banyak rumah sakit. Selain itu UNAIDS juga menyediakan chatbox pada aplikasi Line, yaitu “Tanya Marlo” untuk memberi informasi tentang HIV dan layanan kesehatan terdekat kepada pengguna. Indonesia memudahkan ODHA dalam pelayanan pengobatan ARV untuk mencapai zero related deaths. Sedangkan untuk mencapai zero discriminations, pemerintah melakukan kampanye kesehatan agar tidak adanya diskriminasi dikalangan para pekerja medis.
Diskriminasi masih banyak terjadi terhadap kalangan pengidap HIV/AIDS di Indonesia dan jumlah kematian juga terus meningkat tiap tahunnya. Hal inilah yang membuat Indonesia dikategorikan masih jauh dari target Getting to Zero.


	5.
	Peran UNAIDS dalam Menangani Masalah HIV/AIDS terhadap Perempuan di Afrika Selatan pada Tahun 2011-2015 (Apsari, Priadarsini, & Parameswari, 2019)


	
	Organisasi Internasional
	Bagaimana UNAIDS sebagai organisasi internasional menanggulangi permasalahan HIV/AIDS yang menyerang perempuan di Afrika Selatan?
	Jumlah kematian akibat HIV/AIDS dikatakan cukup tinggi dengan persentase 38% kematian akibat HIV/AIDS dari jumlah seluruh kematian yang ada di Afrika Selatan. Sekitar 5 juta penduduk Afrika Selatan mengidap HIV/AIDS dan 50% diantaranya adalah perempuan. Penyebab tingginya jumlah infeksi HIV/AIDS pada kalangan perempuan di Afrika Selatan, diantaranya adalah kemiskinan, kekerasan berbasis gender, dan pendidikan. Hal ini dianggap sebagai ancaman bagi masa depan Afrika Selatan karena apabila jumlah penularan HIV/AIDS pada kelompok perempuan meningkat, dikhawatirkan penularan jumlah penularan HIV AIDS melalui Mother to Children Transmission (MTCT) juga meningkat.
UNAIDS melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah HIV/AIDS di Afrika Selatan. Upaya-upaya tersebut berupa rekomendasi kebijakan kesehatan yang dapat dijalankan oleh pemerintah Afrika Selatan, antara lain High Level Task Force on Women, Girls, Gender Equality, and HIV; Empower  young  women  and  adolescent girls:  Fast-Tracking  the  end  of  the  AIDS epidemic in Africa; Deklarasi Politik. UNAIDS melakukan pembentukan badan Task Force serta membentuk deklarasi politik. Upaya-upaya UNAIDS juga banyak menargetkan perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS tertinggi negara tersebut.
Namun dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut, UNAIDS mengalami beberapa hambatan pada bidang sosial dan kultur. Masyarakat Afrika Selatan belum memahami konsep kesetaraan gender secara merata sehingga berpikir bahwa posisi tertinggi ditempatkan oleh kalangan laki-laki ditingkat masyarakat sosial Afrika Selatan. Hal ini bukan hal mudah bagi UNAIDS untuk mengubah norma sosial yang sudah melekat sejak lama di Afrika Selatan. 


	6.
	Upaya Joint Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS) dalam
Penanganan HIV/AIDS di Nigeria (Suhendra, 2017)


	
	· Organisasi Internasional
	Bagaimana peran UNAIDS dalam menangani
HIV/AIDS yang terjadi di Nigeria pada tahun 2010?


	Menurut data dari UNAIDS bahwa pada tahun 1990-2010 terdapat kenaikan jumlah korban pengidap HIV/AIDS di Nigeria. Kalangan orang dewasa (usia +15) yang terjangkit HIV/AIDS berjumlah 2.900.000 jiwa, anak-anak berusia dibawah 15 tahun berjumlah 360.000 jiwa serta anak yatim piatu berusia 0-17 berjumlah 2.500.000 jiwa. 
Airtel Nigeria, sebuah penyedia layanan telekomunikasi mendukung Badan Nasional AIDS untuk memastikan anak-anak tidak lahir dengan infeksi HIV di Nigeria. Airtel juga membangung kerjasama dengan UNAIDS melalui MoU untuk menyalurkan informasi dan mengakses pencegahan penularan HIV dari ibu-ke-bayi. 
Rencana Global pada Rapat Umum Majelis Umum PBB tentang AIDS dalam rangka menghapus infeksi HIV baru pada anak-anak dan menjaga agar ibu mereka bertahan hidup diluncurkan pada Juli 2011. Nigeria juga meluncurkan Rencana Operasi Nasional yang bertujuan untuk menghapus penularan HIV dari ibu-ke-bayi dan juga mempercepat upaya pelaksanaan kebijakan di negara ini. 
Kerjasama UNAIDS dengan Airtel Nigeria sekaligus memperkokoh kerjasama Telco dengan Badan Nasional Pengendalian AIDS serta departemen pemerintah lainnya dan masyarakat sipil sebagai upaya memberantas penularan HIV dari ibu-ke-bayi. 
UNAIDS mendukung Nigeria dalam memerangi infeksi HIV/AIDS dengan pengobatan ART, peluncuran ARV untuk mempercepat perawatan, membentuk target ART, ARV, dan Kondom untuk menekan jumlah kematian akibat AIDS. Di sisi lain, UNAIDS mengalami hambatan dalam melaksanakan programnya, yaitu: diskriminasi yang membatasi akses program pencegahan HIV bagi komunitas LSL (lelaki seks lelaki), adanya ketidaksetaraan gender dalam budaya masyarakat yang terjadi pada 1,9 juta wanita yang hidup dengan infeksi HIV di wilayah itu, situs pelayanan HIV yang masih kurang memadai, dan tantangan dana yang masih bergantung pada hibah internasional.




2.2. [bookmark: _Toc169077828]Kerangka Teoritis/Konseptual
2.2.1. [bookmark: _Toc169077829]Neoliberal Institusionalisme
Aliran Neoliberal Institusionalisme merupakan aliran yang menjembatani perbedaan antara neorealisme dan liberalisme. Pada buku After Hegemony karya Robert Keohane mencoba memecahkan persoalan neorealis yang pesimis adanya kerja sama dalam situasi anarki.  Kaum instirusionalis tidak membantah neorealis bahwa struktur internasional adalah anarki dan kerjasama sulit diwujudkan karena masing-masing negara memiliki rasa curiga (Rosyidin, 2022, p. 60). 
Teori ini berpandangan bahwa negara-bangsa akan membentuk institusi kolektif untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Dibangunnya institusi tersebut akan mengubah keadaan tingkah laku negara anggta dengan membangun norma. Robert Keohane dan Josep Nye merupakan dua scholar yang berpengaruh dalam perkembangan teori ini. Beberapa poin yang perlu ditekankan pada teori ini adalah: neoliberal institusionalisme percaya bahwa negara sebagai aktor utama namun bukan satu-satunya dalam hubungan internasiona, negara-negara harus melakukan kerjasama dalam suatu institusi untuk mengurangi kecurangan dan mencapai kepentingan negara, institusi sebagai harapan bersama untuk mencapai tujuan sehingga mereka mengikat diri dalam institusi tersebut, adanya peraturan yang jelas yang harus dipatuhi oleh negara anggota di dalamnya, berkurangnya biaya saat melakukan kerjasama karena adanya hubungan saling menguntungkan satu sama lain (Yusran, Asnelly, & Elistania, 2016).
Kaum institusionalis optimis akan adanya kerja sama walaupun dalam kondisi dunia yang anarki melalui perantara rezim internasional. Rezim internasional merupakan seperangkat prinsip, aturan, norma, dan prosedur  dalam pembuatan keputusan-keputusan dibuat untuk memenuhi harapan-harapan para aktor (Keohane, 1982:325). Singkatnya, rezim atau institusi merupakan aturan yang memungkinkan para aktor dapat bekerja sama. Institusi ini dapat berupa organisasi internasional dan hukum internasional ataupun MoU, agreement, dan kesepakatan lainnya (Rosyidin, 2022, p. 60).
	Kaum neoliberal institusionalisme berfikir bahwa negara-negara memiliki problematik terlalu mementingkan diri sendiri dan untuk menangani masalah bersama, mereka memilih untuk mendirikan institusi-institusi. Perspektif ini fokus pada fungsi institusi-institusi internasional dan juga kepentingan-kepentingan negara.
	Institusi berperan dalam menyediakan informasi agar para aktor mengetahui maksud satu sama lain. Kaum institusionalis memberi solusi akibat ketidakpercayaan dan kekhawatiran negara-negara satu sama lain sehingga diharapkan ketidakpercayaan ini akan memudar sehingga kerja sama akan lebih memungkinkan dilakukan. Keohane dan Martin menjelaskan beberapa fungsi institusi internasional, yaitu sebagai penyedia informasi mengenai tujuan negara lain, mengidentifikasi serta menyatukan kepentingan, dan memberi informasi mengenai aksi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
 (Rosyidin, 2022, pp. 60-61).		
	Teori Neoliberal Institusionalisme ini melihat bahwa kerja sama dapat terjadi melalui perantara rezim internasional dan juga peran institusi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan institusi UNAIDS yang memiliki visi, misi, strategi, dan target dalam mengatasi masalah HIV/AIDS di dunia, khususnya di Indonesia.

2.2.2. [bookmark: _Toc169077830]Konsep Organisasi Internasional
Organisasi dapat terbentuk ketika adanya kesepakatan antara satuan politik yang otonom dengan tujuan perdamaian atau kerjasama yang menekankan hak dan kewajiban bersama. Couloumbis dan Wolfe menyatakan bahwa organisasi internasional dapat diartikan sebagai proses untuk membuat pengaturan dalam hubungan antar negara dan antar non-negara (Ikbar, 2014).
Bennett mengatakan bahwa organisasi internasional dapat melakukan beberapa peranan penting, yaitu memberi wadah kerjasama antar negara yang dapat menguntungkan banyak negara dan mempersiapkan saluran komunikasi antar-pemerintah. Organisasi internasional dibentuk untuk menangani masalah-masalah yang tidak dapat ditangani oleh negara-negara anggota untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai (Ikbar, 2014).
Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Perwita & Yani, 2017, p. 92). Terdapat dua penggolongan utama organisasi internasional, yaitu (Perwita & Yani, 2017, p. 93):
a. Inter-Governmental Organization (IGO) yang terdiri dari delegasi resmi masing-masing negara anggota. Misalnya, PBB, WTO, dll.
b. Non-Governmental Organization (NGO) yang terdiri dari kelompok-kelompok swasta dalam berbagai bidang, misalnya PMI (Palang Merah Indonesia). 
Keberhasilan peranan organisasi internasional dalam memecahkan persoalan telah diakui sehingga secara tidak langsung mempengaruhi tingkah laku negara. Adanya organisasi internasional menggambarkan keadaan bahwa manusia memerlukan kerjasama dalam menangani berbagai masalah.
Peranan organisasi internasional dibagi beberapa bagian, yaitu:
a. Organisasi internasional dimanfaatkan sebagai instrumen mencapai tujuan negara-negara anggotanya
b. Organisasi internasional merupakan ruang bertemu untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara anggota ataupun membahas persoalan negara - negara lain untuk mendapat perhatian internasional
Selain itu, organisasi internasional juga memiliki beberapa peranan lain, yaitu: inisiator, fasilitator, mediator, rekonsiliator, determinator. Terdapat juga peranan penting organisasi internasional dalam melaksanakan, mengatur/mengawasi, dan menengahi perbedaan perselisihan antar negara anggota (Perwita & Yani, 2017, p. 95) 
Konsep organisasi internasional ini menjelaskan bagaimana UNAIDS mewadahi Indonesia untuk menangani HIV/AIDS pasca COVID-19 dan juga menjalankan strategi, visi, misi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai bersama. 

2.2.3. [bookmark: _Toc169077831]Konsep Human Security
Human security merupakan agenda pokok di seluruh dunia sehingga membutuhkan kerja sama antar seluruh individu. Hal ini diartikan sebagai keamanan dapat tercapai dengan kerja sama transnasional antara aktor non-negara dan tidak hanya bergantung pada negara (Perwita & Yani, 2017, p. 125). 
Pergeseran ancaman tradisional menjadi ancaman non-tradisional merupakan sebuah konsep baru dari human security. Ancaman tradisional fokus pada pencegahan terhadap ancaman kedaulatan negara yang dicegah dengan kekuatan militer sedangkan ancaman non tradisional fokus terhadap manusia sebagai objek perhatian (Rachmat, 2015, p. 259)
UNDP mendefinisikan human rights sebagai berikut (Ikbar, 2014, p. 204):
Keamanan manusia memiliki dua aspek utama, yaitu: pertama, keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan represi. Kedua, keamanan dari perlindungan dan gangguan yang mendadak serta menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari – baik di rumah, di pekerjaan atau di masyarakat. Ancaman tersebut ada di semua tingkat pendapatan dan pembangunan nasional. Daftar ancaman terhadap keamanan lama manusia, tetapi sebagian dapat dianggap di bawah beberapa kategori utama: keamanan ekonomi, keamanan makanan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan Komunitas, keamanan Politik. 
Human security mengandung pengertian melindungi individu dari ancaman-ancaman kehancuran fisik maupun kehancuran kepemilikan individu yang dapat merusak integritasnya sebagai manusia (Ikbar, 2014, pp. 204-205). Berdasarkan Human Development Report dari UNDP tahun 1994 mengenai definisi human security, bahwa lingkup keamanan global harus diperluas sehingga termasuk kategori ancaman, yaitu (Ikbar, 2014, p. 205):
a. Keamanan ekonomi: membutuhkan jaminan dasar terhadap pendapatan individu yang didapat  melalui kerja yang menguntungkan atau melalui jaminan sosial. Ketegangan politik dan kekerasan etnis merupakan penyebab dari masalah pengangguran.
b. Keamanan kesehatan: menjamin perlindungan dari penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat. 
Konsep dasar human security menegaskan pentingnya: universal, independen, terjamin melalui pencegahan dini, dan berbasis ada penduduk. Jadi secara umum, definisi human security menurut UNDP pada tahun 1944 mencakup (Ikbar, 2014, p. 206):
a. Freedom from fear (bebas dari rasa takut) memfokuskan pada kekerasan untuk dikelola secara realistik, tindakan pengelolanya antara lain bantuan darurat, pencegahan dan resolusi konflik, dan peace building.
b. Freedom from want (bebas dari ketidakmampuan memiliki) memfokuskan pada gagasan bahwa kekerasan, kemiskinan, ketimpangan sosial, penyakit, dan kerusakan lingkungan adalah konsep yang tidak terpisahkan dalam membahas human security (Ikbar, 2014). 
Konsep keamanan manusia ini menjadikan manusia sebagai aktor utama yang meyakini bahwa individu memiliki kerentanan dan memiliki kemampuan mengatasi kerentanan tersebut. Oleh karena itu, dalam konsep keamanan manusia, manusia/individu merupakan objek untuk dilindungi dan juga subjek untuk menciptakan keamanan bagi diri dan dan manusia lain (Rachmat, 2015, pp. 260-261). 
Keamanan manusia melandaskan bahwa kunci dari keamanan secara global adalah keselamatan dari individu. Jika keamanan individu terancam, maka keamanan internasional juga akan berada dalam ancaman (Rachmat, 2015, p. 263). 
Konsep human security melihat bahwa terdapat kerentanan setiap individu sehingga pentingnya melindungi setiap individu dari ancaman fisik maupun non-fisik. Dalam menangani kasus HIV/AIDS di Indonesia, UNAIDS berperan memberi perlindungan bagi pengidap HIV/AIDS ataupun individu yang rentan akan penyebaran HIV/AIDS. 

2.3. [bookmark: _Toc169077832]Asumsi Penelitian
Melihat dari latar belakang, identifikasi masalah, literature review, hingga teori-teori serta konsep yang digunakan, maka dengan melihat hal-hal tersebut penulis mengajukan asumsi penelitian sebagai dugaan sementara yang harus diuji terlebih dahulu kebenarannya. Oleh sebab itu, penulis mengasumsikan program End Inequalities. End AIDS. Global AIDS Strategy 2021-2026 dari UNAIDS diharapkan mampu menurunkan kasus infeksi HIV/AIDS baru di Indonesia tahun 2021-2023.


2.4. [bookmark: _Toc169077833]Kerangka Analisis
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